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PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42  Lt. 1 dan 2  Telp./Fax. (0293) 491283

Surat Elektronik: dpmptsptemanggung@yahoo.com
Laman: dpmptsptemanggung@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 068.2/        TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BUPATI TEMANGGUNG,
Menimbang
: 
a.
bahwa guna menjamin prosedur penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat terlaksana dengan baik dan jelas, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur;

b.
bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Mengingat

:    
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012  tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor  18 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:

KESATU
:
Standar Operasional Prosedur Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
:
Standar Operasional Prosedur sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, serta sebagai pedoman dalam pelayanan kepada masyarakat.
KETIGA
:
Tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah agar peran dan tanggung jawab serta tugas dan fungsi setiap pejabat maupun pegawai di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi lebih jelas dalam setiap pelaksanaan  pekerjaan dan pelayanan.
KEEMPAT
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal  1 Oktober 2018
a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
N. BAGUS PINUNTUN . S.Sos.MM
NIP.19700719 199009 1 001
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Temanggung sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Temanggung;
3. Arsip.

LAMPIRAN 
:
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG 


    NOMOR 
 : 068.2/         TAHUN 2018

    TANGGAL 
: 1 Oktober 2018


    DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	NO
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	I
	SEKRETRARIAT

	A.
	UMUM KEPEGAWAIAN

	
	a. SOP Laporan Aset barang
b. SOP Legalisasi Surat Kepegawaian
c. SOP Pembuatan Laporan Barang
d. SOP Pengusulan Penghapusan Barang
e. SOP Pengadaan ATK
f. SOP Pengadaan Bahan Cetak
g. SOP Pengadaan Barang Kebutuhan
h. SOP Penerimaan Tamu dan Pangggilan Telepon
i. SOP Pengelolaan Jaga Malam
j. SOP Pengelolaan Surat Masuk
k. SOP Prosedur Penomoran Surat
l. SOP Pengelolaan ATK/Arsip
m. SOP Pengelolaan Surat Keluar
n. SOP Pengiriman Surat/ Dokumen
o. SOP Pengusulan Cerai
p. SOP Pengusulan Diklat
q. SOP Pengusulan Karpeg
r. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
s. SOP Pengusulan Mutasi Pegawai
t. SOP Pengusulan Pensiun
u. SOP Pengusulan Taspen
v. SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan
w. SOP Pengusulan CPNS menjadi PNS
x. SOP Pengusulan Karis-Karsu
y. SOP Pengusulan Kebutuhan Pegawai
z. SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)/Pensiun
aa. SOP Pengusulan Peninjauan Masa Kerja
ab. SOP Pengusulan Hukuman disiplin berat
ac. SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang
ad. SOP Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan
ae. SOP Pelaksanaan Rapat Pegawai
af. SOP Pengajuan Izin Tugas Belajar

	B.
	PERENCANAAN

	
	a. SOP Penyusunan Bahan LKPJ dan LPPD
b. SOP Pembuatan Laporan Perkembangan Kegiatan (RFK)
c. SOP Penyusunan Renstra 
d. SOP Prosedur Penyusunan RKA
e. SOP Penyusunan Bahan Standar Biaya
f. SOP Prosedur Pembuatan DPA
g. SOP Penyusunan LAKIP
h. SOP Prosedur Penyusunan RENJA
i. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja
j. SOP Penyusunan Bahan RPJMD
k. SOP Evaluasi Dokumen Renstra

	C.
	KEUANGAN

	
	a. SOP Pembuatan SPP-SPM GU
b. SOP Pembuatan SPP-SPM TU 
c. SOP Pengajuan SPP-SPM Uang Persediaan (UP)
d. SOP Pembuatan SPJ Kas
e. SOP Pembuatan SPJ Barang

	II.
	BIDANG PENGKAJIAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN KINERJA

	
	a. SOP Analisa Lokasi Investasi dan Bisnis

b. SOP Analisa Pengembangan Sarpras Penunjang Investasi

c. SOP Penyusunan Buku Potensi Investasi Unggulan Daerah

d. SOP Penyusunan Kajian Potensi Investasi

e. SOP Pelaksanaan  Pelatihan SDM Perizinan

f. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan Pelatihan SDM Perizinan

	III.
	BIDANG PENGKAJIAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN KINERJA

	
	g. SOP Analisa Lokasi Investasi dan Bisnis

h. SOP Analisa Pengembangan Sarpras Penunjang Investasi

i. SOP Penyusunan Buku Potensi Investasi Unggulan Daerah

j. SOP Penyusunan Kajian Potensi Investasi

k. SOP Pelaksanaan  Pelatihan SDM Perizinan

l. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan Pelatihan SDM Perizinan

	IV.
	BIDANG PENGEMBANGAN DAN PROMOSI

	
	a. SOP Pelaksanaan Fasilitasi dan Promosi Penanaman Modal

b. SOP Pelayanan Penanaman Modal

c. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanaman Modal

d. SOP Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal

e. SOP Pengendalian Penanaman Modal

f. SOP Penyusunan Daftar Bidang Usaha Unggulan atau Prioritas

g. SOP Penyusunan Potensi Penanaman Modal Dalam Negeri Maupun Luar Negeri

h. SOP Penyusunan Profil  Penanaman Modal Daerah

i. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan Pengembangan Peluang Potensi Penanaman Modal

	V.
	BIDANG PERIZINAN

	
	a. SOP Verifikasi Adminidtrasi

b. SOP Verifikasi Lapangan

c. SOP Penyuluhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

d. SOP Penetapan, Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan :

1. SOP Izin Lokasi

2. SOP Izin Perubahan Penggunaan Tanah ( IPPT )

3. SOP Izin Lingkungan

4. SOP Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )

5. SOP Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )

6. SOP Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )

7. SOP Tanda daftar Gudang ( TDG )

8. SOP Tanda Daftar Industri ( TDI )

9. SOP Izin Usaha Industri ( IUI )

10. SOP Izin Perluasan Industri

11. SOP Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi ( SIUJK )

12. SOP Izin Usaha Angkutan

13. SOP Izin Trayek

14. SOP Izin Bidang peternakan

15. SOP Izin Bidang kesehatan hewan

16. SOP Izin Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

17. SOP Izin Bidang Kesejahteraan Hewan

18. SOP Izin Pendirian Rumah Sakit

19. SOP Izin Operasional Rumah Sakit

20. SOP Izin Klinik

21. SOP Izin Optik

22. SOP Izin Penyalur Toko Alat Kesehatan

23. SOP Izin Penyelenggaraan Apotik

24. SOP Izin Penyelenggaraan  Toko Obat

25. SOP Izin Laboratorium Klinik

26. SOP Tanda Daftar Usaha Pariwisata

27. SOP Izin Usaha Bidang Perikanan

28. SOP Penyelenggaraan Reklame

	VI.
	BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, ADUAN DAN ADVOKASI

	
	a. SOP Monev Laporan Kegiatan Penanaman Modal ( LKPM )

b. SOP Monev Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (  PATEN )

c. SOP Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

d. SOP Advokasi Gugatan Persidangan

e. SOP Penanganan Pengaduan Secara Langsung

f. SOP Penanganan Pengaduan Melalui Surat/Email

g. SOP Penyusunan laporan dan Evaluasi Perizinan Penanaman modal

h. SOP Pelaksanaan Sosialisasi. 


a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

N. BAGUS PINUNTUN . S.Sos.MM

NIP.19700719 199009 1 001
